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WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR (3 TAHUN 2013

TENTANG
~ IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DEENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
4 WALIKOTA PAGAR ALAM
bah‘?wa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan dibidang jasa konstruksi

wz;jib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

ditempatkan domisilinya;

. bahyva dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang

sesuai dengan kepenatausahaan, Pemerintah Daerah waijib
mer.nberikan petayananan dan pembinaan serta pengawasan jasa
konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;\

bahw~a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha
Jasa Konstruksi.

Uncang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54
Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
Uﬁdang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran
Necara nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Uncang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Norior 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



. Undaing-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan
antz_uré Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Pemtf.lran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masy:arakat‘ Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakh'ir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara 'Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

. Perataran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pemtinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahui 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3957);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2738,

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741,

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 Tentang

Pedoman Persyaratan Pemberian [zin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

11.Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2011tentang
Pembentukan Organis‘asi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Pagar Alam.



Dengan Pérsetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

! dan
| WALIKOTA PAGAR ALAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RAMNCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA

KONSTRUKSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;

Pemerintah Daerah}adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

Walikota adalah Welikota Pagar Alam;

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan
pekerjaan konstruksi;

Usaha jasa konstr:uksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan
konstruksi, Iayanar{ jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi
pengawasan jasa -p«jakerjaan konstruksi; .

Badan Usaha Jaéaf Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha
yang kegiatan usahianya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. |

Izin Usaha Jasé éKonstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk
melakukan usaha d:ibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pagar
Alam;

Pekerjaan konstfu:ksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan’etau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, rihekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya L'nftuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

Perencana konstiuksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang
dinyatakan ahli day profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu
mewujudkan pekeriaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk
fisik lain; ‘



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang

dinyatakan ahli dara' profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang

mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan

menjadi bentuk ban{gunan atau bentuk fisik lainnya;

Pengawas konstruli;(si adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang

dinyatakan ahli daril profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu

melaksanakan pekérjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi

sampai selesai dan fdiserah terimakan;

Domisili adalah terrjpat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap

dalam melakukan kégiatan usaha jasa konstruksi;

Sertifikat adalah: |

a. tanda bukti pengékuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi
dan kemampualﬁ usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang
perseorangan a:tz}u badan usaha; atau

b. tanda bukti per gakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja
dan keahlian kei‘ja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin
keilmuan dan/ut{au keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian
tertentu.

Klasifikasi adalah bhagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha

dibidang jasa kon:struksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan

profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi

menurut disiplin k2ilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau

keahlian masing-mésing;

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha

dibidang jasa konstruksi menurut tingkat’kedalaman kompetensi dan kemampuan

usaha, atau penggclongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan

dibidang jasa konstruksi menurut tingkat’kedalaman kompetensi dan kemampuan

profesi dan keahliar;

Pembinaan adalal. kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang

dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;

Lembaga adalah L'embaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat

Peraturan Pemeriritah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomoi 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi.



BAB I
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian IUJK berladaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian,
keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi
kepentingan masyaraket, bangsa dan negara.

Pasal 3
Maksud ditetapkannya 'eraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan
pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini beriujuan untuk :

a. mewujudkan tertib p:slaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan
peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;

b. mewujudkan kepastiin keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan
masyarakat;

c. mewujudkan pening<atan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam
pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan

d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan
minimal dibidang jas« konstruksi.

BAB IlI
USAHA JASA KONSTRUKSI
_~ Pasal 5
(1) Usaha jasa konstruks}i mencakup :
a. jenis usaha;
b. bentuk usaha; dan
c. bidang usaha jgsﬁa konstruksi.
(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan,
jasa pelaksanaan daﬁ jasa pengawasan konstruksi.
(3) Jasa perencanaan' _jiasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat ‘2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4) Bentuk usaha jasa <c:)nstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang
perseorangan dan bédan usaha.



(5) Bidang usaha jasa kcnstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bidang Usaha Perencanaan,
b. Bidang Usaha Peilaksanaan; dan
c. Bidang Usaha Pengawasan.

(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf a dan ayat (5) huruf ¢ terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan
spesialis .

(7) Bidang usaha jasa pielaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1) Untuk dapat meIak#sanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana
konstruksi, dan pengzﬁawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.

(2) IWJIK sebagaimana fdimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan
kualifikasi usaha jas’,aE konstruksi.

(3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus sesuai dengan:yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK
Pasal 7

Prinsip pelaksanaan [ emberian IUJK:

a. Mengedepankan pelayanan prima;

b. Mencerminkan p."dfesionalisme penyedia jasa; dan

c. Merupakan sarane pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

a. Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.

b. Walikota sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/lnstansi
untuk memberikan IUJK.

c. Penunjukkan Unit; Kerja/lnstansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peratura‘nWalikota.



. IUJK diberikan kepéda badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah;
. IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala

Unit Kerja/istansi yang ditunjuk atas nama Walikota;
IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan
usaha jasa konstiuksi diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak

membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah

mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang

l
ditunjuk oleh Ketua Tim Psmbina Jasa Konstruksi

M

(2)

)

4)

)

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat
rekomendasi.

Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria: |

a. SBU, SKA, dan/etau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;

c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan

d. BUJK yang berszimgkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.

Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi
dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperiukan:

Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat
yang ditunjuk oleh Kfetua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Format Surat rekorhendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 4 yang marupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan IUJK
Pasal 11

i
!

(1) Walikota atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK

berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.



/

(2) Jenis layanan permotionan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.
b.
c.
d.

Permohonan izin baru;
Perpanjangan izir;;
Perubahan data; 1an/atau

Penutupan izin.

(3) Proses pemberian 'IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas

dokumen persyaratar- dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 12

(1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung

(2)

3)

(4)

()

jawab badan usaha:dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap

menjadi direksi atafl komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain

apabila BUJK-BUJK tersebut:

a. memiliki keterl{aitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau

b. secara bersarna dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat
mengakibatkarﬁ terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. ;

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki

Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.

Penanggung jawab;teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa

pengawasan harusfmemiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan

klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

Penanggungjawat Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waijib

memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang

membidangi jasa konstruksi. ‘

Persyaratan permotionan Kartu Penanggungjawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:

a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh

Penanggungjawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;

menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;

menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;

. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

® a o o

. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggungjawab Teknik.



(6)

(7)

®

Tenaga teknik dan %atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan
usaha, dilarang mer?angkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau
badan usaha Iainn'yz;x dibidang jasa konstruksi yang sama

Tenaga teknik seba{;aimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kota
dimana Badan Usaha berdomisili atau Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau
setiap harinya dengéan mudah.

Format Kartu Per.al-nggungjawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum dalam Lampiran 12

Pasal 13

Persyaratan permohonzn izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a,

meliputi:

a.

mengisi Formulir PPermohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

menyerahkan rekaniz n Akta Pendirian BUJK;

menyerahkan rekam:in pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk
perseroan; |

menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah
diregistrasi lembaga ;

menyerahkan rekame.n Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU),
menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT)
dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh
Lembaga;

menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;

menyerahkan rekame}n Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA,
SKT tenaga ahli/terampil BUJK; |

menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang
bersangkutan tergabung dalam asosiasi;

menyerahkan rekam.:an Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges
kelurahan; dan

menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan
permohonan izin baru dikuasakan.



Pasal 14

Persyaratan perpanjangzn izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b,

meliputi: v
a. diajukan selambat-lamoatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;

b.

mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang
merupakan bagian t:dak terpisahkan dari peraturan ini,

menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah
diregistrasi oleh Len'lbaga ;

menyerahkan Rekanvrnan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU),
menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT)
dari Penanggungja\'yfvab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh
Lembaga; :

menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA,
SKT tenaga ahlifterampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;

membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani
Penanggungjawab lthama Badan Usaha;

menyerahkan rekar%nan Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges
kelurahan; !

menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

menyerahkan rekarhan bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas
kontrak yang diper'oi1eh;

menyerahkan sertiﬁff<at IUJK asli; dan

menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan
permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan :data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢

meliputi:

a.

diajukan selambat-limbatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa
berlakunya |

mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang
merupakan bagian *idak terpisahkan dari peraturan ini.

menyerahkan rekam:!in:

10



(2)

Akta Perubahaﬁ nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama

direksi/pengurus; -

Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahap untuk

perubahan alama%t BUJK;

Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau

Sertifikat Badan? Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan

kualifikasi usaha. |

d. menyerahkan I}JJK asli; dan

e. menyerahkan isurat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan
permohonan ‘oerubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

Persyaratan penuiuoan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d
meliputi:

a. mengisi Forrlir permohonan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan

bagian tidak te pisahkan dari peraturan ini;

b. menyerahkar l:,UJK yang asli; dan

c. menyerahkar Surat Pajak Nihil.
BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
memperoleh Surat k.eterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau
Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal

14, dan Pasal 15 BUJK:'Pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang

diminta.

Pasal 18

(1) BUJK dengan statusis cabang atau perwakilan yang beroperasi diwilayah Kota waijib

usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.

memiliki klasifikasi d:fan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi

11



(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah

)

(2)

dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

3 Bagian Empat
Pemberian IUJK

Pasal 19

Unit Kerja/instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap
dokumen permohonan BUJK.
Unit Kerja/instansi capat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan
dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

Setiap IUJK yang dilv:)erikan menggunakan nomor kode izin.
Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah in;i.

' Pasal 21

Alur proses permohonan pelayanan 1UJK tercantum dalam Lampiran 6a sampai
dengan lampiran 6§d yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini. !
Contoh format Seni{'ikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum
dalam 32a dan 1b ;yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah infi.

Bagian Keempat
Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

(1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk

setiap kali habis masa berlaku.

(2) Perpanjangan sebzgaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila

BUJK yang bersargkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah
mendapatkan pekerjzan.
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. BABV
4AK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

Pemegang IUJK berhak: :

a.
b.

(1)

(2)

3

4)

)

mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan

mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 24

i
'

Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:

a.

keteknikan, méliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu
hasil pekerjaarin, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan
sesuai denganistandar atau norma;

keamanan, kaselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan
peraturan peluﬁdang-undangan; '
perlindungan cosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
peraturan petuidang-undangan yang berlaku. |

Pemegang IUJK wa ib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan

waktu.

Pemegang IUJK dexgan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan

produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada

ketentuan keteknikan.

Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk

konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:

a.

melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
menyampaikar- laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi
pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor
tempat BUJK terdomisili.
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(1

2)

Pasal 25 , !

Laporan akhir tahun:sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi:

a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;

b. institusi/lembiga pengguna jasa; dan

c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7
yang merupakan satfu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB Vi

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

(1)

2)

3)

4)

)

Pasal 26

Unit Kerja/lnstansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian |UJK, wajib
menyampaikan Iapo‘ran pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
kepada Walikota,

Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala
setiap 4 (empat) bul:'an sekali.

Laporan pertanggur‘ngjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) meliputi:

daftar pemberian IUJK baru;

daftar perpanjsngan IUJK;

daftar perubahéan data IUJK;

daftar penutupfan IUJK;

daftar usaha orang perseorangan;

-~ ® a o T o

daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan

«

kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib 1UJK.

Laporan Pemberialnf IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format
sebagaimana tercanitum dalam Lampiran 9 yang merupakan satu kesatuan dan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Laporan pertangguhgjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan
format sebagaimahejl tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan satu kesatuan dan
bagian tidak terpis:aféukan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB VI
'PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Lingkup:'Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 27

Walikota melalui Sekretar?is Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit [UJK yang ditunjuk oleh
Walikota selaku Pembiné Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan
terhadap pemberian I[UJK dengan cara:
a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi,
b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan
kesehatan kerja sertaﬂingkungan setempat;
c. melakukan pelatihan ferhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib
pemanfaatan jasa konstruksi.
Pasal 28
(1) Pemberdayaan dan; Pengawasan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan
melalui pemantauzn dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data
dari sumber lainnya fyang bersangkutan.
(2) Tata cara pembinzan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dalam
Peraturan Walikote.
Pasal 29 4
(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan
pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
(2) Dalam pelaksanaan E)engawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu
pedoman sebagai acuian untuk melakukan pengawasan.
(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang
tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
(4) Jika hasil pengeceka atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh
perusahaan ternyata tidak benar, maka IlUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
(6) Walikota atau pejabeat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan
pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian

IUJK tidak disalahgun:akan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.



Pasal 30

(1) Setiap bulan pengg;;Lfma jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi
penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.

(2) Laporan sebagaimraﬁa dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan
pekerjaan, pelaksar:afan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan
kerja dalam melaksar;akan pekerjaan kostruksi.

(3) Ketentuan pemantatan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua
%Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
Pasai 31

(1) Walikota selaku Pemnina Jasa Konstruksi melakukan pengawasan kepada Pejabat/Unit
Kerja penerbit IUJK mrelalui Sekretaris Daerah:
(2) Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang dibentuk oleh Walikota melakukan pendaftaran

terhadap Usaha orang perorangan.
Pasal 32

(1) Usaha orang persevrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib
didaftarkan pada UnitiKerja/lnstansi pemberi IUJK.
(2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan Katu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
(3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-
kurangnya meliputi:
a. mengisi formulir pe;::rmohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran
11 yang merupakah satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini. :
. menyerahkan rekafnan SKA atau SKT;
menyerahkan daftsr riwayat hidup;
menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan

@ a o o

. menyerahkan rekaman NPWP.

1
i
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(4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadaip ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikah dan meniadakan hak
berusaha perusatiaan;
b. pembekuan IUJI*;Z, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk
melaksanakan peikerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
c. pencabutan IUJK%yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
(2) Pengenaan sanksi- terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diumumkan kepada :masyarakat umum diantaranya melélui sistem informasi jasa
konstruksi dan/atau p;iapan pengumuman instansi penerbit IlUJK.

Pasal 34
Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal
24 ayat (5) dikenakan sariksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 35

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

a. mengabaikan peringztan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga)
kali dengan tenggeng waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi
kewajibannya dan tlddk mengindahkan peringatan yang disampaikan;

b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf ¢, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau

c. masuk kedalam daﬁagr hitam.

Pasal 36

Mekanisme pembekuan 1'JJK sebagaimana dimaksud Pasal 35 sebagai berikut:

a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit

Kerja/lnstansi pembe’i IUJK; dan
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b. Unit Kerja/lnstansi pe}nberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan iujk.

Pasal 37
!
BUJK akan dikenakan saﬁksi pencabutan IUJK bila :
a. melakukan perlanggarzfm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi
pembekuan IUJK seb;a‘tnyak 2 (dua) kali;
b. sedang mendapatkan ‘'sanksi pembekuan |UJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
namun tetap melakse n:akan pekerjaan; atau
c. telah terbukti menyet a;bkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 38

Bagi usaha orang persecrangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32
ayat (1) akan dikenakan canksi denda setingi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
:

Pasal 39

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan

keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 40

Mekanisme pemberlakuen kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah

sebagai berikut; ,

a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis
beserta bukti-bukti peimenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;

b. unit kerja/instansi pélaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi
lapangan bila dirasakan periu;

c. bila berkas permohcnan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak,
maka unit kerja/instaréxsi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;

d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
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e. unit kerja/instansi m engumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem

informasi jasa konstriksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX
SISTEM INFORMASI
Pasal 41

(1) Instansi pemberi IU/K melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi
Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
c. Status berlaku IUJK; dan
d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
(2) 1UJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media
internet (www.jasakonstruksi.net).
(3) Unit kerja/Instansi p{amberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara berkala

BAB Xl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Instansi Pemberi IUJK.V\}ajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina
Jasa Konstruksi yang dibéntuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XV!
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

(1) IUJK yang diberikan: sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

(2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan
Pemberdayaan Penjanggungjawab Teknik belum memadai diwilayah Walikota Pagar
Alam maka dapat dip'ergunakan: |
a. Sertifikat Pendi-[iikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang

dikeluarkan olel;in lembagalinstitusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua)

tahun.; atau
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b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi
jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai
Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

: BAB Xit

: KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 44
Hal-hal yang belum diatuf’dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Nomor 10 Tahun 2010 itentang Pembinaan dan lzin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kota Pagar AIam’}Nomor 10 Seri E) dinyatakan tidak berlaku lagi.

| Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapatfmengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannyaz (lalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

DITETAPKAN Di : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 3 Qua ) 2013

J' WALIKOTA PAGAR ALAM w

;/ IDA FITRIATI BASJUNI

DIUNDANGKAN : Dt PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 1 g dyAd/ 2013

SEKRETARIS DAERAF
KOTA PAGAR ALAM .

S/

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR @ 3 SERI €
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